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ABSTRAK

ANALISIS HASIL AUDIT DAN KORUPSI
DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh
INDAH DWI CAHYA PUTRI

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit
laporan keuangan pemerintah daerah terhadap korupsi di Indonesia yang
dimoderasi oleh reformasi birokrasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya
fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perolehan opini WTP
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK yang diikuti dengan peningkatan
jumlah korupsi serta adanya inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi, sementara
variabel independen yang digunakan addalah hasil audit laporan keuangan
pemerintah daerah yang diproksikan dengan opini audit, temuan kelemahan
sistem pengendalian internal, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada penelitian ini
menggunakan variabel moderasi yaitu reformasi birokrasi.

Penelitian ini menggunakan populasi penelitian pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 1.518 pemerintah daerah
kabupaten/kota pada periode pengamatan tahun 2019 s.d 2021. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 25 untuk
memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dan
variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan
terhadap peraturan peundang-undangan berpengaruh positif terhadap korupsi dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun,
penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa opini audit berpengaruh positif
terhadap korupsi dan pada temuan kelemahan SPI menunjukkan hasil bahwa
temuan kelemahan SPI tidak berpengaruh terhadap korupsi. Pada penelitian ini
menambahkan reformasi birokrasi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa
reformasi  birokrasi tidak memperkuat pengaruh opini audit, temuan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan kelemahan
sistem pengendalian internal pemerintah serta tindak lanjut hasil pemeriksaaan
terhadap korupsi. Hal ini berarti tata kelola yang dilakukan pemerintah belum
berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Korupsi, Hasil Audit LKPD, Tata Kelola, Reformasi Birokrasi



ABSTRACT

ANALYSIS OF AUDIT RESULTS AND CORRUPTION
WITH BUREAUCRATIC REFORM AS A MODERATING VARIABLE

By
INDAH DWI CAHYA PUTRI

This research generally aims to analyze the influence of the results of local
government financial audit on corruption in Indonesia moderated by bureaucratic
reform. The study is motivated by a phenomenon indicating an increase in the
issuance of Unqualified Opinion (WTP) and follow-ups from the Supreme Audit
Agency (BPK), accompanied by an increase in the incidence of corruption and
inconsistencies in previous research findings. The dependent variable in this study
is corruption, while the independent variables include the results of local
government financial audit, proxied by audit opinion, findings of internal control
system weaknesses, non-compliance with regulations, and follow-ups from audit
results. Bureaucratic reform is introduced as a moderating variable in this
research.

The population of this study comprises the regency/city governments in
Indonesia, with a sample size of 1,518 local governments observed during the
period from 2019 to 2021. Multiple linear regression analysis using SPSS 25 is
employed to predict the relationship between independent variables, dependent
variables, and the moderating variable. The results indicate that non-compliance
with regulations has a positive impact on corruption, while follow-ups from audit
results have a negative impact on corruption. However, the research fails to
establish a positive correlation between audit opinions and corruption. The
findings also suggest that weaknesses in the internal control system do not
significantly affect corruption. The addition of bureaucratic reform to the study
shows that it does not strengthen the influence of audit opinions, non-compliance
with regulations, weaknesses in the government's internal control system, and
follow-ups from audit results on corruption. This implies that the government's
governance has not been effective in preventing corruption.

Keywords: Corruption, The Results Of The Local Government Financial Audit
(LKPD), Governance, Bureaucratic Reform
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap korupsi di Indonesia yang
dimoderasi oleh reformasi birokrasi. Korupsi merupakan permasalahan serius
yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Hal ini disebabkan
karakteristik dari korupsi sendiri sebagai kejahatan bermotif ekonomi yang dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi negara dimana pada ujungnya akan
berdampak pada gagalnya upaya penyejahteraan warga, bahkan menganggu
pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses terhadap kebutuhan dasar
warga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit sektor publik yang baik
memiliki dampak yang signifikan terhadap korupsi di dalam negeri (Gustavson &
Sundstrom, 2018), hal ini karena merupakan landasan dan elemen penting dalam
memerangi korupsi di sektor publik. Selain adanya pengawasan dari pihak
independen, pelaksanaan tata kelola yang baik diyakini mampu menurunkan

terjadinya korupsi (Hofheimer, 2006).

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dilatarbelakangi oleh adanya
fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perolehan opini WTP
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari BPK yang diikuti dengan peningkatan
jumlah korupsi serta adanya inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya.
Berdasarkan laporan trend penindakan kasus korupsi tahun 2021, terdapat
peningkatan jumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan
2021. Di mana pada tahun 2019, jumlah korupsi sebanyak 271 kasus, meningkat
sebanyak 173 kasus menjadi 444 kasus pada tahun 2020 dan tahun 2021
mengalami peningkatan sebanyak 89 kasus menjadi 533 kasus korupsi.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan atas LKPD yang diperiksa oleh BPK,
LKPD yang memperoleh opini WTP dan telah melakukan upaya perbaikan pasca

pemeriksaan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami



peningkatan. Di mana pada tahun 2019 Pemerintah Daerah yang memperoleh
opini WTP sebanyak 485 Pemda. Pada tahun 2020 bertambah 1 Pemda menjadi
486 Pemda yang memperoleh opini WTP serta pada tahun berikutnya meningkat
14 menjadi 500 Pemda yang mendapatkan opini WTP. Sementara Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaannya
meningkat dari 24,1% pada tahun 2019 menjadi 26,7% pada tahun 2020 serta
pada tahun 2021 meningkat 23,2% menjadi 49,9% sebagaimana terlihat pada
Gambar 1.1.
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Gambar 1.1

Trend Perolehan Opini WTP, TLHP, dan Kasus Korupsi
Sumber: Laporan trend kasus korupsi tahun 2021 dan IHPS tahun 2020-2022
(data diolah dengan Microsoft Excel)

Adapun pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang terlibat, Pemerintah
Kabupaten menduduki posisi ke 2 lembaga yang terlibat kasus korupsi

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 di bawabh ini.
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. Gambar 1.2

Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga yang Terlibat
Sumber: Laporan trend kasus korupsi tahun 2021 (data diolah dengan Microsoft
Excel)
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Lembaga yang terlibat kasus
korupsi terbesar berada pada Pemerintah Desa sebanyak 176 kasus. Posisi Kedua
ditempati oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 146
kasus. Pada Lembaga Badan Usaha Milik Daerah berada pada posisi ketiga
sebanyak 39 kasus korupsi, Pemerintah Kota sebanyak 33 kasus, dan posisi
kelima ditempati oleh Pemerintah Provinsi dengan kasus korupsi sebanyak 22
kasus.

Masih banyaknya pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP namun
terdapat kasus korupsi tersebut mencerminkan bahwa pada pemerintah daerah
masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti
kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah. Hal ini
dapat dilihat pada masih tingginya temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) dan temuan ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan seperti pada Gambar 1.3. Hal ini menunjukkan bahwa hasil audit atas
LKPD belum secara signifikan berdampak terhadap korupsi di Indonesia.



Temuan Pemeriksaan Tahun 2019-2021
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Gambar 1.3
Temuan Pemeriksaan 2019-2021
Sumber: IHPS semester | tahun 2020-2022 (data diolah dengan Microsoft Excel)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa temuan pemeriksaan atas
kelemahan SPI tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Di mana pada tahun 2019
terjadi 5.175 permasalahan kelemahan SPI meningkat 192 permasalahan pada
tahun 2020 menjadi 5.367 permasalahan. Namun, pada tahun 2021 temuan atas
kelemahan SP1 mengalami penurunan sebanyak 1 permasalahan menjadi 5.366
permasalahan. Hal berbeda ditunjukkan pada hasil temuan atas ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Di mana selama 3 tahun terakhir yakni
tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah temuan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 5.324,
meningkat 971 temuan menjadi 6.295 temuan pada tahun 2020 dan pada tahun
2021 meningkat sebanyak 249 temuan menjadi 6.544 temuan ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan pada pemerintah daerah disebabkan karena masih buruknya birokrasi
yang terjadi di pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, khususnya di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa berbagai
program Reformasi Birokrasi minim value karena para aparatur di Pemerintah
Daerah tidak memahami filosofi program yang bersangkutan. Oleh karena itu,



reformasi birokrasi di setiap pemerintah masih perlu ditingkatkan. Sehingga pada
tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan
birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan

masyarakat dan abdi negara.

Adanya inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya juga menjadi latar

belakang penelitian ini. Penelitian Liu & Lin (2012) yang melakukan penelitian
tentang peran perbaikan dan pencegahan lembaga audit lokal China di samping
peran penemuannya terhadap perilaku tidak teratur dan korupsi. Pada penelitian
tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyimpangan yang terdeteksi dalam audit
pemerintah berhubungan positif dengan korupsi di provinsi tersebut, sementara
upaya perbaikan pasca audit berhubungan negatif dengan korupsi. Sementara pada
penelitian Masyitoh et al. (2015) yang menambahkan opini audit sebagai
pengukuran atas hasil audit menyatakan bahwa opini audit, temuan audit atas
ketidakpatuhan terhadap peraturan dan UU serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian tersebut sejalan dengan Rini & Damiati
(2017); Ulil et al. (2019); dan Hikam et al.(2021) menyatakan bahwa opini audit
berpengaruh terhadap korupsi. Namun hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian
Rini & Damiati (2017) dan Budiman & Amyar (2021) yang menyimpulkan bahwa
opini audit tidak berpengaruh terhadap korupsi. Hal tersebut menarik peneliti
untuk menguji kembali pengaruh hasil audit LKPD terhadap korupsi pada
Pemerintah Kabupaten di Indonesia.

Korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa
dalam pemberantasannya. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas
dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk
mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam
organisasi (Dwiputrianti, 2008). Fungsi pemeriksaan salah satunya dapat
diterapkan dengan melakukan audit. Proses audit baik internal maupun eksternal
berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan
pelanggaran yang terjadi (Kinney & McDaniel,1987; Kaufman, et al., 2007)
misalnya pegeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Olken,
2007; Schelker & Eichenberger, 2010). Selain itu, hasil audit yang berupa laporan



audit juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat
pemerintah lokal (Liu & Lin, 2012).

Laporan hasil audit atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disajikan dalam
tiga kategori yaitu Opini, Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan. Opini Audit merupakan kesimpulan
yang didapatkan dari pernyataan professional pemeriksa atas kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan. Semakin baik opini yang diperoleh
pemerintah daerah maka korupsi yang terjadi akan menurun yang dikarenakan
penilaian kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Hal tersebut sejalan
dengan penelitian Masyitoh et al. (2015) dan Ulil et al. (2019) yang menyatakan
bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun hasil berbeda
pada penelitian Ruselvi et al. (2020) Kurniawati & Pratama (2021); dan Pertiwi et
al. (2022) yang menyimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap
korupsi.

Temuan audit atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah
daerah sangat erat kaitannya dengan korupsi. Sistem pengendalian intern yang
tidak efektif dapat menyebabkan peluang korupsi yang lebih tinggi. Sebaliknya,
jika sistem pengendalian intern yang baik diterapkan, maka peluang terjadinya
korupsi akan lebih kecil. Oleh karena itu, temuan audit atas ketidakefektifan
sistem pengendalian intern pemerintah daerah harus segera diperbaiki untuk
mencegah dan mengurangi korupsi. Hal ini sangat penting untuk menjamin
efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Peneliatian NurFaidah &
Novita (2022) serta Adu et al. (2016) menyimpulkan bahwa temuan audit atas
kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap korupsi.
Namun berbeda dengan hasil penelitian Masyitoh et al. (2015) yang menyatakan
bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal tidak

berpengaruh terhadap persepsi korupsi.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan

korupsi. Peraturan perundang-undangan diterapkan untuk menjamin transparansi,



akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang
dan jasa pemerintah. Namun ketika peraturan tidak diikuti, dapat menimbulkan
peluang terjadinya korupsi. Semakin banyak ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan maka korupsi yang terjadi akan semakin meningkat. Hal
tersebut juga dinyatakan pada hasil penelitian Masyitoh et al. (2015) serta
NurFaidah & Novita (2022) yang menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan
berpengaruh positif terhadap korupsi. Namun, hal berbeda ditunjukkan pada
penelitian Pertiwi et al. (2022) dan Ruselvi et al. (2020) yang menyimpulkan

bahwa kerugian negara tidak berpengaruh terhadap korupsi.

Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sangat penting untuk mengurangi korupsi.
Tanpa tindak lanjut yang efektif, hasil pemeriksaan tidak akan memberikan
dampak yang signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian
yang dilakukan oleh Liu & Lin (2012); Masyitoh et al. (2015); Rini & Damiati
(2017), dan Ulil et al. (2019) yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan yang dilakukan ole pemerintah dapat membantu mengurangi
korupsi. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Budiman &
Amyar (2021) bahwa implementasi rekomendasi audit tidak mempengaruhi
korupsi.

Peran hasil audit dan faktor penentu korupsi telah banyak dibahas penelitian
sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari
penelitian Masyitoh et al. (2015); Rini & Damiati (2017); Budiman & Amyar
(2021) serta NurFaidah & Novita (2022) yang berfokus pada hasil audit secara
kuantitatif terhadap korupsi. Adapun hal yang membedakan penelitian ini adalah:
(1) Penelitian Masyitoh et al. (2015) menggunakan indeks persepsi korupsi
sebagai pengukuran korupsi, sedangkan penelitian ini menggunakan persentase
nilai korupsi sebagai pengukuran korupsi; (2) Penelitian Rini & Damiati (2017)
hanya menggunakan jumlah temuan audit yang disesuaikan dengan jumlah
populasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan persentase jumlah temuan
audit atas kelemahan sistem pengendalian internal dan persentase nilai temuan
audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (3) Penelitian

Budiman & Amyar (2021) menggunakan temuan kerugian negara, sedangkan



penelitian ini menggunakan persentase jumlah temuan audit atas kelemahan
sistem pengendalian internal dan persentase nilai temuan audit atas
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) pada penelitian
NurFaidah & Novita (2022) menggunakan opini audit, temuan audit atas
kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan peraturan perundang-
undangan, sedangkan penelitian ini menambahkan tindak lanjut hasil audit dalam
pengukuran hasil audit. Selain perbedaan tersebut, penelitian ini juga

menambahkan reformasi birokrasi sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah
kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan
tata kelola pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah
terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani
masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama
program Reformasi Birokrasi. Hasil audit BPK yang menemukan adanya indikasi
atau praktik korupsi di dalam pemerintahan dapat membantu menurunkan korupsi
dengan cara memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kelemahan
dalam sistem tata kelola pemerintahan. Namun, jika reformasi birokrasi tidak
dilakukan dengan baik, maka hasil audit BPK mungkin tidak memiliki dampak
yang signifikan pada korupsi. Sehingga dengan meningkatnya transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi pemerintah melalui reformasi
birokrasi, maka hasil audit BPK akan lebih efektif dalam mengurangi korupsi di
dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hofheimer (2006) dan
Setyaningrum et al. (2017) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan

yang baik mampu menurunkan korupsi.

Penelitian ini penting untuk diteliti karena hasil penelitian ini berkontribusi untuk
mengkonfirmasi teori keagenan terkait pengaruh hasil audit terhadap korupsi
dengan reformasi birokrasi sebagai variabel moderasi, melengkapi hasil penelitian
sebelumnya dalam menguji pengaruh hasil audit terhadap korupsi dengan

reformasi birokrasi sebagai variabel moderasi serta praktik yang lebih baik pada



lembaga audit dalam meningkatkan efektivitas audit pemerintah sehingga hasil

audit yang dihasilkan dapat membantu mengurangi dan mencegah korupsi yang

terjadi pada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka penulis

termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Hasil Audit

dan Korupsi dengan Reformasi Birokrasi sebagai VVariabel Moderasi”

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1.

Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi di pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia?

Apakah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota
di Indonesia?

Apakah temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan berpengaruh positif terhadap korupsi di pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia?

Apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap korupsi di
pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

Apakah reformasi birokrasi memperkuat pengaruh opini audit terhadap
korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia ?

Apakah reformasi birokrasi memperkuat pengaruh temuan audit atas
kelemahan sistem pengendalian internal terhadap korupsi di pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia?

Apakah reformasi birokrasi memperkuat pengaruh temuan audit atas
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap korupsi
di pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?

Apakah reformasi birokrasi memperkuat pengaruh tindak lanjut hasil audit

terhadap korupsi di pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?



1.3
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Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1.

14

Menganalisis pengaruh opini audit terhadap korupsi di pemerintah daerah
kabupaten di Indonesia.

Menganalisis pengaruh temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian
internal terhadap korupsi di pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.
Menganalisis pengaruh temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terhadap korupsi di pemerintah daerah kabupaten di
Indonesia.

Menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap korupsi di
pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.

Menganalisis reformasi birokrasi dalam memperkuat pengaruh opini audit
terhadap korupsi di pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.
Menganalisis reformasi birokrasi dalam memperkuat pengaruh temuan audit
atas kelemahan sistem pengendalian internal terhadap korupsi di pemerintah
daerah kabupaten di Indonesia.

Menganalisis reformasi birokrasi dalam memperkuat pengaruh temuan audit
atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap
korupsi di pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.

Menganalisis reformasi birokrasi dalam memperkuat pengaruh tindak lanjut

hasil audit terhadap korupsi di pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah

diuraikan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam mengkonfirmasi teori keagenan pada pengaruh

hasil audit tingkat terhadap korupsi di Indonesia yang dimoderasi dengan

reformasi birokrasi. Memberikan bukti bahwa hasil audit berupa opini audit,

temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal, temuan audit atas

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan tindak lanjut hasil
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audit berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia dengan dimoderasi oleh

reformasi birokrasi.
1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini berkontribusi untuk melengkapi bukti empiris penelitian
sebelumnya terkait pengaruh hasil audit terhadap korupsi dengan menggunakan
reformasi birokrasi sebagai variabel moderasi dalam menguji adanya pengaruh

hasil audit terhadap korupsi.
1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini berkontribusi terhadap praktik yang lebih baik pada lembaga audit
dalam

meningkatkan efektivitas audit pemerintah sehingga hasil audit yang dihasilkan
dapat membantu mengurangi dan mencegah korupsi yang terjadi pada pemerintah

dengan memperhatikan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah daerah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan adalah konsep yang
menjelaskan

hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih
individu, kelompok atau organisasi. Dalam pelaksanaan hubungan kontraktual
tersebut, terdapat permasalahan yang sering timbul antara prinsipal dan agen yaitu
moral hazard dan adverse selection. Permasalahan moral hazard terjadi jika agen
selaku manajemen tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan
kesepakatan dalam kontrak kerja. Sementara permasalahan adverse selection
terjadi jika prinsipal selaku pemangku kepentingan tidak mengetahui informasi
apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent benar-benar didasarkan atas

informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori keagenan menggabungkan asumsi penting tentang sifat manusia, organisasi,
dan informasi. Pertama, mengasumsikan bahwa manusia akan bertindak secara
oportunistik,

mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan organisasi. Kedua, Konflik
antara agen dan prinsipal akan terjadi karena prinsipal tidak dapat terus memantau
aktivitas agen. Ketiga, agen menyimpan informasi penting tentang kapasitas
mereka, lingkungan kerja, dan organisasi secara keseluruhan, mengarah pada
asimetri informasi, seperti ketidakseimbangan informasi antara pelaku dan agen
(Eisenhardt, 1989).

Asumsi tersebut menjadikan manusia berlaku opurtunis dengan mengutamakan
kepentingan pribadi dibanding kepentingan organisasi. Pejabat selaku agen
pemerintahan memiliki motivasi dalam peningkatan kompetensi serta jenjang
karir, sedangkan masyarakat selaku prinsipal memiliki motivasi dalam
peningkatan kesejahteraan. Konflik ini terus mengalami peningkatan karena
kurangnya pengawasan dari prinsipal dalam memantau aktivitas agen. Sebaliknya,

agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas organisasi dan
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lingkungan kerja secara keseluruhan. Sehingga meninmbulakan adanya asimestri
informasi yang dimiliki prinsipal dan agen (Eisenhardt, 1989).

Dalam penelitian ini, teori keagenan dijadikan acuan untuk menjelaskan konflik
yang terjadi antara pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal dalam
pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBD).
Di mana pemerintah dalam melaksanakan APBD akan memiliki lebih banyak
informasi tentang sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan masyarakat
sehingga menimbulkan adanya kesenjangan informasi yang dapat memungkinkan

terjadinya tindak korupsi.

Sebagai konsekuensi adanya agency problem pemerintah harus diawasi untuk
memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada
berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan
adalah melakukan audit laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Selain itu,
peran auditor sebagai pihak yang melakukan pengawasan perlu memiliki
kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sehingga diharapkan mampu
mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Disisi lain
pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya agar dapat
mengurangi asimetri informasi. Semakin berkurangnya asimetri informasi

membuat kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

2.2  Korupsi

Korupsi umumnya didefinisikan sebagai keuntungan pribadi. Korupsi yang
didefinisikan seperti itu misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah
oleh pejabat, pembayaran kembali dalam pengadaan di sektor pemerintahan,
penyuapan, dan “pencurian” (embezzlement) dana-dana pemerintah (Tuanakotta,
2010). Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dimaksud dengan
tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di mana
berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana dijelaskan pada bab Il Tindak Pidana
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Korupsi diantaranya pada pasal 2 (1)“Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”; pasal 13 “Setiap orang yang
memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan
atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan

tersebut.”

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun Tahun 1999 jo. UU No. 20
Tahun 2001 menyatakan bahwa yang termasuk tindakan korupsi meliputi
tindakan yang merugikan keuangan negara, praktik suap menyuap, penggelapan,
pemerasan, berbuat curang terkait dengan jabatan serta gratifikasi. Adapun
kerugian negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Kerugian Negara Di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang
Berada Dibawahnya, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai.

Putusan MK Nomor: 003/PUU-1V/2006 tanggal 24 Juli 2006 terkait pengujian
Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dalam pertimbangannya menyebutkan: “Untuk
mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi,
yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi,
haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara,
serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”
Dengan demikian, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA
(SEMA) Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
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Pengadilan yang salah satu poin dari rumusan Kamar Pidana (Khusus) MA
tersebut menyatakan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara

konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan negara.

Penghitungan kerugian keuangan negara untuk kepentingan pro justitia,
berdasarkan Pasal 10 UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menyebutkan “(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian
keuangan negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan
lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara; (2)
Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang
berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan BPK.” Adapun yang menjadi objek kerugian negara
dalam pemeriksaan oleh BPK adalah penerimaan, pengeluaran, aset, dan

kewajiban dari instansi yang diperiksa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tujuan pembangunan
nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, serta
tertib. Oleh karena itu, dalam rangka tercapainya tujuan nasional tersebut
diperlukan peningkatan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi. Peraturan ini dimaksudkan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam
mencegah dan memberantas tiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan
perekonomian atau keuangan negara. Keuangan negara adalah kekayaan dalam
bentuk apapun, termasuk bagian kekayaan negara, serta hak dan kewajiban karena
ada dalam: Penguasaan, pengurusan, serta pertanggungjawaban pejabat lembaga

negara/daerah dan perusahaan yang menyertakan modal negara.

Terlaksananya korupsi di suatu lembaga memiliki pola tertentu, yaitu:

1. Mercenary of power yaitu penggunaan wewenang yang tidak tepat melalui
metode sup, pengurangan standar spesifikasi atau volume pekerjaan, serta
penggelembungan peng gunaan anggaran. Pelaku hal ini adalah pejabat yang
memiliki kedudukan belum terlalu tinggi serta tidak berkaitan dengan

aktivitas politik.
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2. Discretionary abuse of power yaitu penyelewengan in dilakukan oleh pihak
dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan tinggi, seperti kepala daerah,
melalui penetapan aturan yang bias sehingga memberi kemudahan bagi pihak
yang dituju.

3. ldeological abuse of power yaitu hal in dilakukan pejabat untuk tujuan dan
kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Hal in dapat terjadi
dengan adanya dukungan kelompok pada pihak tertentu demi mencapai
jabatan strategis pada birokrasi atau lembaga eksekutif. Selanjutnya, pada
waktu yang akan datang mereka mendapat kompensasi atas tindakan tersebut
(Utomo et al., 2018).

Menurut Santoso et al. (2011), secara umum, beberapa faktor penyebab
maraknya korupsi antara lain adalah penegakan hukum yang lemah, administrasi
birokrasi yang membuka peluang korupsi, gaji rendah, kesenjangan gaji,
rendahnya etika dan moralitas. Adapun dampak dari korupsi yang paling utama
adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Kedua, adanya
efek buruk bagi perekonomian negara. Ketiga, korupsi juga memberikan
kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Keempat, terjadinya eksploitasi
sumber daya alam oleh segelintir orang (Alfitra, 2014). Sedangkan menurut
(Shleifer & Vishny, 1993) akibat langsung dari korupsi adalah pemborosan
sumber daya, rendahnya efisiensi alokasi sumber daya, berkurangnya investasi
dan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi
adalah meningkatkan pengawasan, yang sangat bergantung pada sistem
pengawasan khusus suatu negara, khususnya sistem peradilan dan sistem audit
(Liu & Lin, 2012). Namun, menurut (Svensson, 2005) sistem pengawasan khusus
juga mudah dikorupsi, sehingga efektivitas pengawasan sangat bergantung pada
independensi lembaga pengawas yang profesional dan berkompeten.Untuk itu,
Sistem audit pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan
institusi politik dan ekonomi, dan tujuan dasarnya adalah untuk mengawasi dan

memeriksa keseimbangan kekuasaan publik.
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2.3  Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori audit klasik menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan bahwa
auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi
klien (DeAngelo, 1981). Ketika diterapkan ke audit pemerintah, Zhao (2005)
mengusulkan kerangka karakteristik yang cukup lengkap yang membagi faktor-
faktor yang terkait dengan kualitas audit pemerintah menjadi tiga kategori: faktor
teknis (kompetensi profesional, ukuran auditor dan jam audit), faktor
independensi (biaya audit, reputasi auditor dan desain organisasi lembaga audit)
dan faktor administratif (menentukan sifat penyimpangan, membuat keputusan
yang tepat dan memeriksa hasil pembetulan).

Audit organisasi sektor publik adalah proses yang objektif dan sistematis yang
dimaksudkan untuk menguji keakuratan dan kelengkapan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan organisasi untuk meningkatkan transparansi
dan mengurangi kebocoran anggaran (Schelker & Eichenberger, 2010, Blume &
Voigt, 2011). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
pemeriksaan sektor publik berupaya untuk memastikan bahwa keuangan negara
dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan adil serta sesuai dengan
semua peraturan perundangundangan. Audit pemerintah dapat bertindak sebagai
pencegah yang kuat terhadap praktik korupsi hanya jika dilakukan secara
memadai dan jika auditor memastikan bahwa semua rekomendasi audit

dilaksanakan sepenuhnya (Olken, 2007).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16, laporan audit BPK
atas laporan keuangan pemerintah memuat opini yang merupakan pernyataan
profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan. Opini audit menilai kewajaran laporan keuangan entitas
daripada menilai kebenaran laporan tersebut. Opini audit adalah kesimpulan yang
adil berdasarkan informasi yang diaudit. Pendapat wajar jika bebas dari bias dan
ketidakjujuran dan didasarkan pada pengungkapan informasi secara penuh.
Namun, pendapat yang wajar hanya dapat dikeluarkan ketika laporan keuangan
benar dan bebas dari salah saji material (Chen et al., 2013). Terdapat 4 (empat)
jenis opini yang diberikan auditor yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
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(WTP)/unqualified opinion, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/qualified
opinion, Tidak Wajar (TW)/adverse opinion,dan Tidak Memberikan Pendapat
(TMP)/disclaimer opinion.

Adapun kriteria yang digunakan BPK dalam memberikan pendapat adalah sebagai
berikut:

1. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah;

2. Pengungkapan yang memadai;

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;

4

. Efektivitas sistem pengendalian intern

Sebagai output dari audit keuangan, BPK akan menerbitkan tiga jenis laporan,
yaitu:

1. laporan audit atas laporan keuangan (berisi opini BPK),

2. laporan sistem pengendalian intern, dan

3. laporan kepatuhan. dengan hukum dan peraturan.

Pendapat yang diberikan oleh BPK menunjukkan kewajaran penyajian laporan
keuangan, terutama sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan
pemerintah.Salah satu paradigma kinerja daerah terbaik dinilai dari laporan
keuangan yang memperoleh opini WTP. Masyarakat menganggap opini BPK atas
laporan keuangan merupakan gambaran kinerja keuangan daerah. Artinya, opini
laporan keuangan yang baik mencerminkan kinerja daerah yang baik pula (Dewi,
2015).

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan kerap kali
menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah. Menurut Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2006, kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan
uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan khusus sebagai akibat perbuatan
melawan hukum dengan sengaja atau lalai. BPK menilai kerugian negara yang
disebabkan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara

(BUMN/BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
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Adapun rekomendasi atas temuan audit menguraikan tindakan perbaikan yang
diambil oleh manajemen entitas yang diaudit (Kyei, 2016). Rekomendasi tersebut
didasarkan pada pendapat auditor mengenai situasi tertentu dan harus
mencerminkan pengetahuan dan penilaian auditor (Sawyer et.al, 2005).
Rekomendasi yang diberikan oleh BPK dibagi menjadi beberapa kelompok
berdasarkan dampak temuan yang merupakan kelemahan dalam sistem
pengendalian intern, potensi kerugian negara, dan temuan administrasi.
Selanjutnya, auditan wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lambat 60 (enam
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tindak Lanjut

Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

2.3.1 Opini Audit

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan akan menghasilkan sebuah opini tentang tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Menurut Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2004 opini merupakan penyataan profesional
pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah

2. kecukupan pengungkapan

3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. efektivitas sistem pengendalian intern

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan pemeriksa, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini pemeriksa yang akan
diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas
dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya
pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan,
pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku
umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak

material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan
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2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Opini Wajar Dengan Pengecualian merupakan Opini pemeriksa yang diterbitkan
jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji

material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian

3. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion)

Opini Tidak Wajar merupakan Opini pemeriksa yang diterbitkan jika laporan
keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan
tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan
mendapatkan opini jenis ini, berarti pemeriksa meyakini laporan keuangan
perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion)
Pernyataan Menolak Memberikan Opini adalah opini yang diberikan jika
pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini
ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan
yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diperiksa, misalnya karena
Pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa

menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2.3.2 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008, SPI1 adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian efektivitas, efiseiensi, ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan
pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi
kriteria pemberian opini melalui evaluasi atas efektivitas SPI.

Pengendalian dimaksud adalah sistem pengendalian intern yang berupa proses
integral yang melekat di sepanjang kegiatan dan dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga dapat diperoleh keyakinan yang
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memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP Nomor 60 Tahun 2008).
Diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai sebagai salah satu metode
untuk mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakakuratan pelaporan keuangan
(Elmaleh, 2006). UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12 mengamanatkan menjadi
tanggung jawab BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan untuk melakukan
pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah

untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah dibangun sesuai tujuannya.

Kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang diidentifikasi
pemeriksa BPK RI dalam pemeriksaan keuangan tersebut telah dikelompokkan
menjadi:
a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
Temuan ini mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan
pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi

keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.

b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja
Pada temuan ini mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan
pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan
program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang

terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern
Pada temuan ini mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak
adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian
intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap

efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

2.3.3 Temuan Ketidakpatuahan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pemeriksa harus merancang
pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan
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produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal
pokok/informasi hal pokok yang diperiksa. Untuk itu, BPK RI dalam
pemeriksaannya melakukan pengujian kepatuhan pada entitas pemerintah daerah
terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, kecurangan serta
ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian
laporan keuangan. Apabila dari pengujian tersebut ditemukan ketidakpatuhan,
maka pemeriksa menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
dengan memuat suatu paragraf yang merujuk kepada laporan atas kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian, potensi
kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi, dan indikasi tindak pidana.

1. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan
negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jJumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya
kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat

berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

3. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang
sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah tetapi
tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik
negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan

perundang-undangan.

4. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan
yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun
operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan
kerugian atau potensi kerugian negara/ daerah atau perusahaan milik

negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan
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penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana

5. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-

undangan.

2.3.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa memberikan rekomendasi guna
mendorong ke arah perbaikan. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa
berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan
yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Berdasarkan pasal
20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa pejabat wajib
menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat
yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh
mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak
lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat
yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban
tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah

dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak
lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.

2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
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3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjut

2.4 Tata Kelola Pemerintahan

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), Tata kelola
pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang ekonomi,
politik, dan adminsitratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap
tindakannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesi sosial dalam masyarakat.
Adapun untuk mewujudkan orientasi tersebut, suatu negara harus senantiasa
menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang berkesesuaian dengan UNDP di

antaranya ialah sebagai berikut.

1. Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.

2. Kepekaan dan ketanggapan atas adanya kebutuhan stekholder.

w

Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara stekholder guna
mencapai konsesus bersama.

Adanya akuntabilitas yang ditujukan untuk stekholder yang dilayani.
Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum.

Adanya tranparansi dalam hal pengambilan suatu kebijakan.

N o g &~

Terdapat jaminan atas hak seluruh orang guna meningkatkan taraf hidup
melalui berbagai macam cara yang adil.

8. Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang demi
keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.

Tata kelola yang baik diyakini mampu menurunkan terjadinya korupsi
(Hofheimer, 2006) karena tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik pada
sektor publik ditandai dengan sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari
korupsi (KNKG, 2010). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good
government governance (GGG) telah banyak dilakukan berbagai negara untuk
mencegah dan me- nurunkan korupsi. Meski demikian, tata kelola yang berhasil
diterapkan pada satu negara belum tentu dapat diterapkan di negara lain karena
adanya perbedaan budaya, kondisi geografi dan lingkungan politik (Hofheimer,
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2006). Adanya perbedaan tersebut menyebabkan karakteristik tata kelola yang
diterapkan harus fleksibel dan di sesuaikan dengan perbedaan yang ada. Sebagai
contoh, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dapat menurunkan risiko
korupsi di Korea, India, Italia, Singapura, Meksiko dan Georgia adalah
transparansi, akuntabilitas, fainess, responsiveness, inovasi dan partisipasi yang
dipraktikkan dalam penguatan sistem pengawasan, peningkatan interaksi antara
pemerintah dan masyarakat, penyederhanaan prosedur, ketepatan waktu dalam
pelaporan, penerapan standar pelaporan, peningkatan pengungkapan aset
pemerintah secara online serta perbaikan sistem data pemerintahan, sedangkan
pemerintah Maroko menerapkan profesionalisme dan integritas sebagai
karakteristik tata kelola guna menurunkan korupsi yang diwujudkan dalam

mekanisme pengaduan pelanggan dan peningkatan keahlian aparat (UNDP, 2014).

Perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui Reformasi
Birokrasi (RB). Tujuan reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola
pemerintahan secara profesional, mampu beradaptasi dengan lingkungan yang
dinamis, tingkat kinerja yang tinggi dan bebas dari KKN (Perpres No. 81 Tahun
2010). Pentingnya perbaikan penyelenggaraan negara dan pe- nerapan RB,
mendorong pemerintah mendesain prinsip-prinsip GGG, diantaranya dilakukan
oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta
pembentukan Sub Komite Publik (SKP) pada Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG).

2.5 Reformasi Birokrasi

Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma
terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah
pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya
menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil,
serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan
aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat

sipil, dunia usaha, dan media masa. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama
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yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan

reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk mewujudkan tata kelola
pemerintah yang baik (good gonvernance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi
adalah upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam
melakukan pembangunan nasional. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan
sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk
memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan
birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam
rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola
pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas
tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-
program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu

negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan
bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat,
tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi
Birokrasi. Reformasi Birokrasi juga medorong setiap
kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan
reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan serta hasil

yang diharapkan dari setiap area adalah sebagai berikut:

1. Organisasi, dengan harapan organisasi dapat tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing)
2. Tata laksana, dengan harapan Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,

efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
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3. Peraturan Perundang-undangan, diharapkan Regulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang tindih dan kondusif

4. Sumber daya manusia aparatur, yaitu SDM apatur yang berintegritas, netral,
kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

5. Pengawasan, diharapkan mampu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

6. Akuntabilitas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi

7. Pelayanan publik, dengan melakukan perubahan pada pelayanan publik
diharapkan melaksanakan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat

8. Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur, diharapkan
mampu melaksanakan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Adapun prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi dapat dikemukakan
sebagai berikut.

1. Outcomes oriented

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi
birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan
kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen
SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan
pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Kondisi ini
diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa
pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.

2. Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus

dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.
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3. Efisien

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan outcomes oriented harus
memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan
profesional.

4. Efektif

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target
pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

5. Realistik

Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara
realistik dan dapat dicapai secara optimal.

6. Konsisten

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan
mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.

7. Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan
kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu
program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang
dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan
kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari
adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

8. Inovatif

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda
untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih
baik.

9. Kepatuhan

Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
10. Dimonitor

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk
memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan
rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan

perbaikan.
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Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan review terhadap beberapa

penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh hasil audit terhadap korupsi.

Adapun hasil review tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 di bawabh ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
No Nam_a_ Judul Penelitian Vangt_;el Metc_)qle Hasil Peneltian
Peneliti Penelitian Penelitian

1 (NurFaidah | Analisis Korupsi | Variabel Dependen: | Analisis Opini audit
& Novita, Pemerintah Korupsi () regresi berpengaruh
2022) Daerah linear terhadap korupsi,

Berdasarkan ) berganda kelemahan SPI
Opini Audit, Variabel berpengaruh
Temuan Audit | Independen: terhadap korupsi,
Atas Kelemahan | OPini Audit (X1) ketidakpatuhan

SPI dan Temuan berpengaruh positif
Ketidakpatuhan | [<€lemahan SPI terhadap korupsi,
Terhadap (X2) ukuran pemerintah
Peraturan Temuan berpengaruh positif
Perundang- Ketidakpatuhan terhadap korupsi
Undangan (Studi (X3_)

Pada Pemerintah Variabel Kontrol:

Provinsi Di Ukuran

Indonesia) Pemerintahan (X3)

2 (Rini & Analisis Hasil Variabel Dependen: | Analisis Dari empat variabel
Damiati, Audit Korupsi (Y) regresi independen yang
2017) Pemerintahan dimasukan dalam

dan Korupsi ) model dengan
Pemerintahan Variabel signifikansi 5%
Provinsi di independen: terdapat dua variabel
Indonesia Opini audit (X1) (tindak lanjut hasil

Temuan audit (X2)
Tindak lanjut hasil
audit (X3)
Variabel Kontrol:
Ukuran
pemerintahan (X3)

audit dan ukuran
pemerintah provinsi)
yang berpengaruh
signifikan terhadap
variabel korupsi,
sedangkan variabel
temuan audit dan
opini audit tidak
berpengaruh
terhadap variabel
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korupsi
(Albab et Analisa Hasil Variabel Dependen: | Analisis opini audit
al., 2019) Audit Pemerintah | Korupsi () regresi berpengaruh negative
Terhadap linear terhadap korupsi,
Korupsi ) berganda temuan audit
Pemerintahan Variabel berpengaruh secara
Provinsi Jawa Independen: signifikan terhadap
Tengah Opini audit (X1) korupsi, tindak lanjut
Temuan audit (X2) hasil audit
Tingiak lanjut hasil berpengaruh positif
audit (X3) dan signifikan
terhadap korupsi
(Hikam et Audit Opinion Variabel Dependen: | Analisis Penelitian ini
al., 2021) and Fraud in kasus kecurangan regresi menemukan bahwa
Local (Y1) panel opini audit
Government: besarnya kerugian | logistik berpengaruh
Case of negara (Y2) signifikan terhadap
Indonesia Besarnya denda fraud. Ada hubungan

dari putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
(Y3)

Variabel
Independen:
Opini BPK (X1)

Variabel kontrol:

Short Term
Solvency

Budgetary
Solvency

Long-Term
Solvency

Service Level
Solvency

Financial

yang kuat antara
opini audit dan
kecurangan. Temuan
ini juga kuat ketika
kita mengukur
penipuan dengan
proxy lain yaitu
penalti dan kerugian
negara
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Flexibility

Financial
independnce

Regional Efficiency
Ratio

(Syahrir & | Pengaruh Opini Variabel Dependen: | Analisis opini audit dan
Suryani, Audit Dan korupsi (Y) regresi temuan audit secara
2020) Temuan Audit linier simultan
Terhadap ) berganda berpengaruh
Korupsi (Studi | Variabel terhadap korupsi.
Pada Pemerintah | ndependen: Secara parsial,
Daerah Di opini audit (X1) variabel opini audit
Indonesia Tahun | témuan audit (X2) dan temuan audit
2017) berpengaruh negatif
terhadap korupsi
(Liu & Lin, | Government Variabel Dependen: | Analisis Penelitian ini
2012) auditing and ) data panel | menunjukkan bahwa
corruption Korupsi () jumlah
control: Evidence penyimpangan yang
from China’s terdeteksi dalam
provincial panel | Variabel audit pemerintah
data Independen: berhubungan positif
dengan korupsi di
Jumlgh provinsi itu, yang
penyimpangan berarti semakin parah
yang terdeteksi korupsi di suatu

dalam audit Upaya
perbaikan pasca
audit

Faktor lain sebagai
variabel tambahan:

Tingkat adopsi
laporan dan buletin
yang disampai-kan
oleh lembaga audit
lokal

Jumlah auditor

Jumlah uang yang
diaudit oleh

provinsi, semakin
banyak
penyimpangan dalam
rekening pemerintah
yang ditemukan oleh
lembaga audit lokal.

Upaya perbaikan
pasca audit
berhubungan negatif
dengan korupsi di
provinsi tersebut,
yang menunjukkan
bahwa upaya
perbaikan yang lebih
besar dikaitkan
dengan lebih sedikit
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lembaga audit lokal

Pertumbuhan
ekonomi

Pendidikan

Gaji pejabat
Ukuran pemerintah
Keterbukaan

Perkembangan
pasar

Pendapatan
keuangan

Defisit

Tahun

korupsi.

(Masyitoh
etal., 2015)

Pengaruh Opini
Audit, Temuan
Audit, dan
Tindak Lanjut
Hasil Audit
terhadap Persepsi
Korupsi pada
Pemerintah
Daerah Tingkat
Il Tahun 2008-
2010

Variabel Dependen:

Persepsi korupsi/

CORRUPT (Y)

Variabel
Independen:

Opini Audit (X1)

Jumlah temuan
audit atas
kelemahan SPI
(X2)

Jumlah temuan
audit atas
ketidakpatuhan
terhadap peraturan
dan UU (X3)

Tindak Lanjut
Hasil Audit/
AUREC (X4)

Analisis
data panel
dan regresi
berganda
dengan
model
random
effect

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
opini audit dan
pembetulan audit
berpengaruh negatif
terhadap persepsi
korupsi, temuan
audit kepatuhan
terhadap peraturan
berpengaruh positif
terhadap persepsi
korupsi. Namun,
temuan audit atas
kelemahan sistem
pengendalian internal
tidak berpengaruh
terhadap persepsi
korupsi. Pengujian
tambahan yang
dilakukan pada
penelitian ini
menunjukkan bahwa
temuan audit terkait
dengan kelemahan
sistem akuntansi dan
pengendalian
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Variabel tambahan:
opini tidak wajar

pernyataan tidak
memberi-kan
pendapat

kelemahan sistem
pengendalian
akuntansi dan
pelaporan

kelemahan sistem
pengendalian
pelaksana-an
anggaran pendapat-
an dan belanja

kelemahan struktur
pengendalian intern

kerugian daerah

potensi kerugian
daerah

kekurangan
penerima-an

administrasi
ketidakhematan
ketidakefektifan

tingkat
pertumbuhan
ekonomi

ukuran pemerintah
daerah

INCUMBY/ variabel
dummy untuk
Kepala Daerah
yang incumbent

pelaporan, serta
temuan audit yang
menyebabkan
kerugian finansial
berpengaruh positif
terhadap persepsi
korupsi.




34

8 (Budiman & | The effect of Variabel dependen: | analisis Penelitian ini
Amyar, audit opinions, o ] menunjukkan bahwa
2021) implementation | kasus korupsi di regresi opini audit dan

of audit kementerian dan _ linier implementasi
recommendation | 1embaga Indonesia | berganda | ro omendasi audit
s, and findings of (Y) tidak mempengaruhi
state losses on korupsi di
corruption levels kementerian dan
in the ministries | Variabel lembaga di
and institutions | independen: Indonesia.
of the Republic )
of Indonesia variabel Sebaliknya, temuan
independen yang kerugian negara
terdiri dari opini memang memiliki
audit (X1), pengaruh. Kombinasi
pelaksanaan opini audit,
rekomendasi audit pelaksanaan
(X2), dan temuan ) .
kerugian negara rekomendasi audlt_,
(X3) dan temuan kerugian
negara secara
bersamaan tidak
mempengaruhi kasus
korupsi di
kementerian dan
lembaga Indonesia

9 (Aduetal., | Internal Variabel dependen: | structural Hasil dan analisis
2016) Auditors’ o ) penelitian ini

Performance In | Deteksi penipun equation mengungkapkan

Fraud Detection model bahwa lingkungan

In Ghana: (SEM) pengendalian, jenis
Variabel kelamin auditor

Do (_30””0' independen: internal, sertifikasi,

Environment pendampingan, dan

And Gender Faktor keterampilan analisis

Matter? pengetahuan, data berpengaruh
kontrol lingkungan, dalam mendeteksi
faktor demografi penipuan

10 | (Assakaf et | Public Sector Penelitian Tinjauan Meskipun bukti
al., 2018) Auditing and merupakan literatur | literatur menunjukkan

Corruption: A review sehingga akademik
Literature tidak ada variabel bahwa audit sektor

publik membantu
memberantas
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Review korupsi, masih ada
kesenjangan besar
dalam pengetahuan
tentang bidang ini,
khusushya mengenai
peran fungsional
audit sektor publik
dalam deteksi dan
pencegahan korupsi
di negara-negara
berkembang.

11 | (Setyaning- | Good Public Variabel Dependen: | Mengguna- | Hasil penelitian
rum et al., Governance, tata kelola kan Two menunjukkan bahwa
2017) Corruption and pemerintahan Stage Least | tata kelola yang baik

Public Service Square akan menurunkan

Quality: (TSLS) korupsi dan korupsi

s | g

Evidence ndependen: wualitas pel

Kualitas layanan ) pelayanan
publik publik
Variabel
intervening:
Korupsi
12 | (Kurniawati | The role of Variabel dependen: | Analisis Hasil penelitian
& Pratama, | government Korupsi regresi menunjukkan bahwa
2021) auditing in linear temuan
controlling the berganda ketidakpatuhan

level of
corruption in
Indonesia

Variabel
independen:

ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
perundang-
undangan, opini
audit, dan tindak
lanjut hasil audit

Variabel kontrol:
ukuran pemerintah

terhadap peraturan
perundang-undangan
dan tindak lanjut
hasil audit
berpengaruh positif
terhadap korupsi.
Sedangkan opini
audit tidak
berpengaruh
terhadap korupsi
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13 | (Pertiwiet | Pengaruh Opini | Variabel dependen: | Regresi Hasil yang diperoleh
al., 2022) Audit, Temuan Korupsi linear dalam penelitian ini
Audit, Dan berganda menunjukkan bahwa
Kerugian Daerah opini audit, temuan
Terhadap Variabel audit, dan kerugian
Korupsi Di Jawa independen: opini
Tengah audit, temuan audit,
dan kerugian
daerah
daerah tidak
berpengaruh
terhadap korupsi baik
kabupaten maupun
kota di Provinsi Jawa
Tengah
14 | (Ruselvi, Pengaruh Variabel dependen: | Regresi Hasil penelitian
Salma Akuntabilitas, korupsi data panel | menunjukkan bahwa
Azzahara, Temuan Audit akuntabilitas, temuan
Nurbaiti, dan Tindak audit dan tindak
Annisa, Lanjut Hasil Variabel lanjut hasil audit
Aminah, : ) berpengaruh
2020) Audit Terhadap Xic(iepeno!e_n. similtagn terhadap
Korupsi untabilitas, "
temuan audit, dan koru_p3|._Secara ]
tindak lanjut hasil parsial tindak lanjut
hasil audit
berpengaruh negatif
terhadap korupsi,
sedangkan
akuntabilitas dan
temuan audit tidak
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
korupsi.
15 | (Khan, Determinants of | Tidak ada variabel | Studi Tata kelola di
2006) Corruption in empiris ekonomi

Developing
Countries: The
Limits of
Conventional
Economic
Analysis

berkembang dengan
pertumbuhan tinggi
dapat memainkan
peran penting dalam
mengidentifikasi
kapasitas negara
transformasional
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kritis yang dapat
ditumbangkan oleh
jenis korupsi tertentu
yang mendominasi di
negara tertentu.
Selain itu, beberapa
korupsi akan selalu
ada tetapi sisa
korupsi ini dapat
dikendalikan dengan
meningkatkan biaya
peluang korupsi bagi
pejabat publik seperti
yang disarankan oleh
analisis neoklasik

16 | (Azhar &
Setyaning-
rum, 2015)

The Effect of
Audit Findings
and Follow up of
Audit
Recomendation
on Corruption of
Ministries /
Institutions in
Indonesia

Variabel Dependen
: Korupsi

Variabel
Independen:
Temuan Audit dan
TLHP

Two Stage
Least
Square
(2SLS)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
jumlah temuan audit
berpengaruh positif
terhadap korupsi; dan
tingkat keparahan
korupsi berdampak
positif terhadap
jumlah temuan audit
juga. Selain itu,
tindak lanjut temuan
audit terbukti
berdampak negatif
terhadap korupsi

2.7  Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Opini Audit dan Korupsi

Dalam teori keagenan terdapat hubungan antara pemerintah selaku agen dengan

masyarakat selaku prinsipal. Pada kontrak keagenan tersbut, pemerintah selaku

agen memiliki informasi yang lebih baik terkait kapasitas organisasi dan

lingkungan organisasi dibandingkan masyarakat sebagai prinsipal. Adanya

kesenjangan informasi tersebut menyebabkan pemerintah selaku agen dapat

melakukan penyelewengan anggaran yang dapat merugikan negara. Untuk itu,
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diperlukan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban atas kinerja keuangan yang telah dilakukan.

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah wajib dilakukan audit
oleh Auditor independen untuk memberikan keyakinan memadai melalui opini
atas laporan keuangan (Pamungkas,2018b). Opini audit dapat menjadi informasi
penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan sistem tata
kelola keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pemeriksaan Keuangan Negara
menjelaskan bahwa kesimpulan yang dibuat oleh pemeriksa secara profesional
adalah untuk menentukan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan wajar
sebagai opini pemeriksaan. Opini audit adalah suatu pernyataan profesional oleh
pemeriksa sebagai suatu kesimpulan mengenai wajar atau tidaknya informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga sumber informasi yang

terkandung didalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian Masyitoh et al. (2015), Ulil et al. (2019) dan Safira Syahrir et al.
(2020) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi
korupsi. Semakin rendah korupsi, maka semakin tingginya tingkat opini laporan
keuangan yang diterima. Safira Syahrir et al. (2020) juga menjelaskan terdapat
pengaruh antara opini yang dikemukakan oleh BPK dengan korupsi artinya tidak
akan terjadi korupsi jika opini yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah opini yang
terbaik. Opini auditor menjadi dasar penilaian tingkat kewajaran yang
memberikan gambaran tentang tingkat akuntabilitas pemerintah provinsi sebagai
bentuk kontribusi dalam menurunkan korupsi. Jika kewajaran laporan keuangan
baik, dapat diyakini bahwa proses akuntabilitas yang baik telah dilaksanakan
untuk mengurangi korupsi, begitu juga sebaliknya. Hal serupa juga dinyatakan
dalam penelitian Anjani et al. (2019) yang berpendapat bahwa kualitas
pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat di ketahui dari opini audit,
sehingga opini audit pemerintah daerah sebagai pertimbangan oleh pemerintah
pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Opini audit berpengaruh negatif terhadap korupsi
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2.7.2 Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan
Korupsi

Teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara pemberi tugas (principal) dan
pelaksana tugas (agent) dalam suatu organisasi. Dalam pemerintahan, pemberi
tugas (principal) adalah masyarakat yang mengangkat pemerintah, sementara
pelaksana tugas (agent) adalah aparat pemerintah yang ditugaskan untuk
melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kelemahan sistem
pengendalian internal dapat memicu perilaku moral hazard yang merupakan salah
satu masalah keagenan (Dixit, 2002), karena adanya kesempatan bagi agen untuk
mengutamakan keuntungan atas namanya di atas kepentingan prinsipal. Huefner
(2011) menyatakan bahwa pemantauan yang tidak memadai akan melemahkan
fungsi kontrol internal, yang mengakibatkan pelanggaran peraturan dengan
memberikan peluang untuk penipuan, penyalahgunaan, dan pemborosan, dan
dapat mengakibatkan kerugian atau inefisiensi dalam penggunaan sumber daya

daerah.

Berdasarkan survey yang dilakukan ACFE lemahnya pengendalian intern menjadi
penyebab utama terjadinya kecurangan. Hasil yang sama juga ditemukan dari
hasil survey KPMG yang dikutip dalam Huefner (2011) yang membuktikan
bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan yang terjadi di
pemerintahan adalah lemahnya pengendalian intern. Semakin lemah pengendalian
internal suatu pemerintah, maka korupsi yang terjadi pada pemerintahan tersebut

akan semakin tinggi.

Wardahayati et al. (2019) mengemukakan bahwa salah satu cara utama untuk
mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal
yang kuat. Penelitian Safira Syahrir et al. (2020) mengatakan bahwa belum
disusunnya sistem dan prosedur penyusunan APBD yang merupakan salah satu
bentuk kelemahan struktur pengendalian internal sehingga terjadi kenaikan
korupsi, serta penelitian (NurFaidah & Novita, 2022) bahwa kelemahan sistem
pengendalian akuntansi dan pelaporan yang berpengaruh positif terhadap korupsi

di Indonesia.
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Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang
bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan
tugas. Sehingga semakin banyak temuan kelemahan pengendalian internal akan
meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas,
temuan audit atas sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi
adanya potensi korupsi di pemerintahan daerah.

H2: Temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap korupsi

2.7.3 Temuan Audit Atas Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan

dan Korupsi

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya permasalahan moral hazard dalam
hubungan prinsipal dan agen. Dalam sektor publik, tindakan moral hazard itu
dapat ditemukan dalam temuan ketidakpatuhan dalam laporan audit. Peraturan
perundang-undangan diterapkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta
efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun ketika peraturan tidak diikuti, dapat menimbulkan peluang terjadinya
korupsi. Hal ini sejalan dengan penelitian Masyitoh et al. (2015) yang
mengungkapkan bahwa ada pengaruh kuat temuan audit terhadap ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terhadap persepsi korupsi di pemerintah

daerah.

Buruknya proses penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah yang memicu
terjadinya korupsi dapat diindikasikan dengan adanya kasus-kasus pelanggaran
atau ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
menunjukkan bahwa pemerintah daerah atau provinsi masih belum mampu
mengoptimalkan proses pengelolaan, pengendalian dan menyajikan laporan
keuangan. Oleh karena itu, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus
menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan akuntansi pemerintahan. Ferraz & Finan (2011)

menyatakan bahwa peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan
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akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Semakin
banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan
menunjukkan persepsi korupsi yang semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa
kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitasnya kurang baik (Liu &
Lin, 2012).

Penelitian Rini & Damiati (2017) dan penelitian Kurniawati & Pratama (2021)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan terhadap perundang-
undangan dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Satyawan &
Khusna (2017) menyatakan bahwa hanya ketidaktaatan terhadap peraturan yang
berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang perlu diakumulasi dalam penentuan
kewajaran laporan keuangan. Begitu pula dengan Safira Syahrir et al. (2020)
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan bisa menyebabkan kerugian negara
dalam jumlah yang material. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, temuan
audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan dapat digunakan untuk
mendeteksi adanya korupsi. Maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:

H3: Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan berpengaruh positif terhadap korupsi

2.7.4 Tindak Lanjut Hasil Audit dan Korupsi

Dalam teori agensi yang menjelaskan mengenai hubungan prinsipal dan agen
terdapat permasalahan adanya ketimpangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal
yang dalam pemerintahan adalah masyarakat dengan agen yakni pemerintah. Oleh
karena itu, dalam mengurangi adanya permasalahan tersebut dibutuhkan pihak
ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan keyakinan yang memadai
kepada prinsipal bahwa agen telah menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu
cara auditor membantu dalam melakukan perbaikan adalah dengan memberikan
rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Sehingga dengan melaksanakan apa yang
telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah berupaya
untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan

negara.
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Menurut Liu & Lin (2012) pembetulan setelah adanya proses audit lebih penting
dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan
pembetulan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Pemerintah daerah
yang telah melaksanakan rekomendasi dari para pemeriksa menunjukkan bahwa
pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan dan
bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal
serupa dikemukakan oleh Umar (2012) bahwa dengan adanya masukan dari
auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah
terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta

pemborosan.

Penelitian lainnya terkait hubungan tindak lanjut audit dengan korupsi dilakukan
oleh Masyitoh et al. (2015) serta Rini & Damiati (2017) yang menyatakan tindak
lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak
rekomendasi auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menunjukkan
persepsi korupsi yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat
disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh terhadap korupsi.

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan berpengaruh negatif
terhadap korupsi

2.7.5 Opini Audit dan Korupsi dengan Reformasi Birokrasi Sebagai
Variabel Moderasi

Dalam teori keagenan, pemerintah selaku agen akan memiliki informasi yang
lebih baik terkait kapasitas organisasi dan lingkungan organisasi dibandingkan
masyarakat sebagai prinsipal sehingga menimbulkan kesenjangan informasi.
Untuk itu, diperlukan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban atas kinerja keuangan yang telah dilakukan. Laporan
keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah wajib dilakukan audit oleh Auditor
independen untuk memberikan keyakinan memadai melalui opini

(Pamungkas,2018b). Opini yang diperoleh mencerminkan akuntabilitas kinerja
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keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan salah
satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat membantu mengurangi korupsi karena
menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam praktik kerja organisasi. Menurut
Sunarno (2020), tercapainya tata kelola yang baik (good governance) merupakan
tujuan dari reformasi birokrasi yang diperkuat oleh penyelenggara negara yang
profesional dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya pelayanan prima. Penelitian
Khan (2006) dan Nguyen et al. (2017) menyimpulkan bahwa tata kelola yang baik
dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi korupsi. Oleh karena itu,

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: Reformasi birokrasi memperkuat pengaruh opini audit terhadap

korupsi

2.7.6 Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan

Korupsi dengan Reformasi Birokrasi Sebagai VVariabel Moderasi

Dalam pemerintahan, teori keagenan menjelaskan bahwa pemberi tugas
(principal) adalah masyarakat yang mengangkat pemerintah, sementara pelaksana
tugas (agent) adalah aparat pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan
kebijakan dan program pemerintah. Kelemahan sistem pengendalian internal
dapat memicu perilaku moral hazard yang merupakan salah satu masalah
keagenan (Dixit, 2002), karena adanya kesempatan bagi agen untuk

mengutamakan keuntungan atas namanya di atas kepentingan prinsipal.

Kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang
bertanggungjawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan
tugas. Reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem tata kelola
pemerintahan dan memperkuat sistem pengendalian internal, sehingga mencegah
terjadinya praktik korupsi. Reformasi birokrasi juga dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi peluang terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga jika reformasi birokrasi diimplementasikan
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dengan baik, maka temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dapat
menjadi lebih efektif dalam menurunkan korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh
Klitgaard (1998); Khan (2006); dan Setyaningrum et al. (2017) menunjukkan
bahwa adanya kelemahan atas sistem pengendalian dapat meningkatkan korupsi
pada organisasi. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:

H6: Reformasi birokrasi memperkuat pengaruh temuan audit atas

kelemahan sistem pengendalian internal terhadap korupsi

2.7.7 Temuan Audit Atas Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan
dan Korupsi dengan Reformasi Birokrasi Sebagai Variabel Moderasi

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya permasalahan moral hazard dalam
hubungan prinsipal dan agen. Dalam sektor publik, tindakan moral hazard itu
dapat ditemukan dalam temuan ketidakpatuhan dalam laporan audit. Oleh sebab
itu dibutuhkan pihak eksternal sebagai pihak independen yang melakukan
pemeriksaan atas laporan keuangan. Auditor dalam melakukan pemeriksaan akan
membandingkan kepatuhan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah dengan
Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

Reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan memperkuat sistem tata kelola
pemerintahan dan meningkatkan kesadaran pegawai negeri terhadap pentingnya
kepatuhan terhadap perundang-undangan. Reformasi birokrasi juga dapat
membentuk regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelanggaran
terhadap perundang-undangan tidak terjadi, dan jika terjadi maka akan ada sanksi
yang tegas. Dalam hal ini, reformasi birokrasi juga dapat berperan sebagai
variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara temuan audit
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan korupsi. Jika reformasi
birokrasi diimplementasikan dengan baik, maka temuan audit ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan dapat menjadi lebih efektif dalam menurunkan
korupsi. Reformasi birokrasi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan
pegawai negeri terhadap peraturan dan regulasi, sehingga dapat mengurangi

peluang terjadinya praktik korupsi.
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Penelitian yang dilakukan oleh Stanwick & Stanwick (2002) dan Kamal et al.
(2015) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tampaknya efektif
meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu bentuk kinerja organisasi yang baik
adalah rendahnya permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Khan (2006) dan Setyaningrum et al.
(2017) yang menyimpulkan bahwa korupsi mungkin akan berkurang ketika
pemerintah mematuhi peraturan melalui pelaksanaan reformasi sehingga hanya
menyediakan layanan publik yang esensial. Oleh sebab itu hipotesis dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H7: Reformasi birokrasi memperkuat pengaruh temuan audit atas

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap korupsi

2.7.8 Tindak Lanjut Hasil Audit dan Korupsi dengan Reformasi Birokrasi

Sebagai Variabel Moderasi

Teori keagenan menjelaskan hubungan pendelegasian wewenang antara prisipal
yaitu masyarakat kepada agen yaitu pemerintah untuk menjalankan tugas pokok
dan fungsinya secara baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih,
transparan dan bebas dari KKN. Oleh sebab itu, sesuai dengan teori agensi bahwa
pihak manajemen yaitu pemerintah dan prinsipal yaitu masyarakat sepakat
menggunakan pihak ketiga yaitu auditor independen untuk mengurangi adanya
konflik.

Laporan keuangan yang telah dialakukan audit oleh auditor mengasilkan laporan
hasil audit yang terdapat temuan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh
OPD. Tindak lanjut hasil audit adalah tindakan yang diambil oleh organisasi yang
diaudit sebagai respon terhadap temuan audit. Jika tindak lanjut hasil audit
dilaksanakan dengan baik, maka hal ini dapat mempengaruhi korupsi dalam
organisasi dengan cara mengatasi masalah yang ditemukan dalam audit dan

mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa yang akan datang.
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Menurut teori keagenan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat memperkuat
pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap korupsi. Reformasi birokrasi sebagai
salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Jika reformasi birokrasi diimplementasikan dengan baik, maka tindak lanjut
hasil pemeriksaan dapat menjadi lebih efektif dalam menurunkan korupsi.
Reformasi birokrasi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai negeri
terhadap peraturan dan regulasi, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya

praktik korupsi.

Penelitian Klitgaard (1998) menyatakan bahwa pemimpin suatu organisasi harus
berkomitmen dalam upaya perbaikan sistem sehingga dapat mengurangi korupsi
yang terjadi. Hal ini sejalan dengan Penelitian Khan (2006); Liu & Lin (2012) dan
Setyaningrum et al.( 2017) yang mengatakan bahwa rekomendasi kebijakan
bersama dengan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan biaya peluang
korupsi adalah hal yang tepat. Sehingga upaya perbaikan yang dilakukan dapat
mengurangi korupsi. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

H8: Reformasi birokrasi memperkuat pengaruh tindak lanjut hasil audit

yang dilaksanakan terhadap korupsi
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Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dipaparkan di atas, berikut penulis sajikan

kerangka peelitian pada gambar 2.1 di bawah ini
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3.1  Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia
yang berjumlah 514 kabupaten/kota terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Tahun
yang dijadikan dasar pengambilan data adalah tahun anggaran 2019-2021. Metode
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, adapun Kriteria

pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kota/kabupaten yang memperoleh opini, temuan, dan tindak lanjut hasil
audit dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI

2. Kota/kabupaten yang memiliki data yang lengkap seluruh variabel tahun
2019-2021

3.2  Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia, website Mahkamah Agung, dan data yang
diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal dan laporan yang diedarkan
oleh instansi, lembaga dan media massa yang kredibel.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Data Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel
independen. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah korupsi.
Korupsi umumnya didefinisikan sebagai keuntungan pribadi. Korupsi yang
didefinisikan seperti itu misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah
oleh pejabat, pembayaran kembali dalam pengadaan di sektor pemerintahan,
penyuapan, dan “pencurian” (embezzlement) dana-dana pemerintah (Tuanakotta,
2010). Adapun pengukuran korupsi pada penelitian ini yaitu persentase nilai
kerugian pada pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan putusan tahun berkenaan

pada pengadilan negeri seperti yang digunakan pada penelitian (Maria & Gudono,
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2017) dibandingkan dengan total aset pemerintah daerah kabupaten tahun
berkenaan.

Penelitian ini menggunakan total aset pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai
pembanding nilai kerugian negara atas hasil putusan tingkat pertama Mahkamah
Agung dikarenakan total aset merupakan indikator kekayaan pemerintah daerah
kabupaten/kota yang berpotensi untuk terjadinya tindak korupsi apabila tidak
dikelola dengan baik serta aset merupakan salah satu cabang dari kerugian negara
(Yuntho et al., 2014)

3.3.2 Variabel Independen
variabel independen dalam model penelitian ini adalah hasil audit BPK yang

diproksikan dengan:

3.3.2.1 Opini Audit

Opini Audit merupakan pernyataan profesional auditor tentang kewajaran
penyajian laporan keuangan dengan kriteria berupa kesesuaian terhadap Standar
Akuntansi Pemerintah, pengungkapan yang cukup, ketaatan pada aturan, serta
efektivitas pengendalian intern. Pada penelitian ini, opini audit diukur dengan
menggunakan variabel dummy. Di mana pemerintah yang mendapatkan opini
wajar tanpa pengecualian akan diberi nilai 1 dan pemerintah yang tidak mendapat

opini wajar tanpa pengecualian diberi nilai 0.

3.3.2.2 Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern merupakan temuan yang
memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan,
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
serta kelemahan struktur pengendalian intern. Pada penelitian ini, temuan audit
atas kelemahan SPI diukur dengan persentase jumlah temuan terkait
permasalahan kelemahan SPI kabupaten/kota tahun berkenaan dengan total
seluruh temuan kelemahan SPI pada tahun berkenaan berdasarkan laporan hasil

pemeriksaan keuangan BPK dibandingkan.
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3.3.2.3 Temuan Audit atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan

Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan
temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidak ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi
kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. Padan
penelitian ini, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
diukur dengan persentase nilai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan baik yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian,
kekurangan penerimaan, maupun administrasi berdasarkan laporan hasil
pemeriksaan keuangan BPK tahun berkenaan dibandingkan dengan total nilai
temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada tahun

berkenaan.

3.3.2.4 Tindak Lanjut Hasil Audit

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK akan memberikan rekomendasi atas
seluruh temuan yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga/organisasi yang
diperiksa guna perbaikan tata kelola keuangan lembaga/organisasi tersebut. UU
Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib
menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Dalam
penelitian ini, tindak lanjut hasil audit diukur dengan persentase nilai tindak
lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi pada tahun berkenaan dibandingkan

dengan total rekomendasi tahun berkenaan.

3.3.3 Variabel Moderasi

Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan
suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang
mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-
hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hasil yang diharapkan dari
Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan

kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional,
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serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana

tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu tata kelola pemerintah

yang diukur dengan kategori pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian dilakukan

secara mandiri oleh pemerintah daerah yang kemudaian akan dievaluasi oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau tim

yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Adapun dalam penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) indikator

seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Komponen dan Sub Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

No Komponen

Bobot

Sub Komponen

1 | Pengungkit

60%

a. Aspek
Pemenuhan

20%

Po0 o

s~

Manajemen Perubahan (2%);
Deregulasi Kebijakan (2%);
Penataan Organisasi (3%);
Penataan Tatalaksana (2,5%);
Penataan Manajemen SDM
(3%);

Penguatan Akuntabilitas (2,5%);
Penguatan Pengawasan (2,5%);
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik (2,5%)

b. Aspek Hasil
Antara

10%

— S 0 o

Kualitas Pengelolaan Arsip
(1%);

Kualitas Pengelolaan Pengadaan
Barang (1%);

Kualitas Pengelolaan Keuangan
(1%);

Kulitas Pengelolaan Aset (1%);
Merit System (1%);

ASN Profesional (1%);
Kualitas Perencanaan (1%);
Maturitas SPIP (1%);
Kapabilitas APIP (1%);
Tingkat Kepatuhan Standar
Pelayanan (1%)
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c. Aspek Reform 30% a. Manajemen Perubahan (3%);
b. Deregulasi Kebijakan (3%);
c. Penataan Organisasi (4,5%);
d. Penataan Tatalaksana (3,75%);
e. Penataan Manajemen SDM
(4,5%);
f. Penguatan Akuntabilitas
(3,75%);
g. Penguatan Pengawasan (3,75%);
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik (3,75%)
2 | Hasil 40%
a. Akuntabilitas 10% a. Opini BPK (3%);
Kinerja dan b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
Keuangan
b. Kualitas 10% Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
Pelayanan (10%)
Publik
c. Pemerintah 10% Indeks Persepsi Anti Korupsi
yang Bersih (10%)
dan Bebas
KKN
d. Kinerja 10% a. Capaian Kinerja (5%)
Organisasi b. Kinerja Lainnya (2%)
c. Survei Internal Organisasi (3%)
Total 100%

Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi kedalam beberapa

pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub komponen tersebut. Nilai hasil akhir

dari penjumlahan komponenkomponen akan dipergunakan untuk menentukan

tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No | Kategori Nilai/Angka Predikat Interpretasi
1. |AA >90 - 100 Istimewa Memenuhi Kriteria sebagai
organisasi berbasis kinerja yang
mampu mewujudkan seluruh
sasaran Reformasi Birokrasi.
2. | A >80 -90 Sangat Baik | Memenuhi karakteristik

organisasi berbasis kinerja namun
belum mampu mewujudkan
keseluruhan sasaran Reformasi
Birokrasi baik secara instansional
maupun di tingkat unit kerja.
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3. | BB

>70-80

Baik

kecil saja

Secara instansional mampu
mewujudkan sebagian besar
sasaran Reformasi Birokrasi,
namun pencapaian sasaran pada
tingkat unit kerja hanya sebagian

>60 -70

Cukup Baik

organisasi

Penerapan Reformasi Birokrasi
bersifat formal dan secara
substansi belum mampu
mendorong perbaikan kinerja

5. |CC

>50 - 60

Cukup

Penerapan Reformasi Birokrasi
secara formal terbatas di tingkat
instansi dan belum berjalan secara
merata di seluruh unit kerja

>30-50

Buruk

kecil unit kerja

Penerapan Reformasi Birokrasi
secara formal di tingkat instansi
dan hanya mencakup sebagian

0-30

Sangat
Buruk

belum terwujud

Memiliki inisiatif awal,
menerapkan Reformasi Birokrasi
dan perbaikan kinerja instansi

Adapun operasional variabel tersebut dirangkum pada tabel 3.3 berikut

Tabel 3.3
Pengukuran Variabel
. . . Sumber
Variabel Dimensi Pengukuran Data
Variabel Dependen
Korupsi Korupsi Total Kerugian Negara pada putusan tahun t 100% Website
Total Aset Pemda tahun t X ? Mahkamah
Agung dan
LKPD
Variabel Dependen
Hasil Opini Dummy: IHPS BPK
Audit Audit WTP tahun t =1
Non WTP tahunt =0
Temuan Jumlah temuan kelemahan SPI tahun t 100%
Audit atas Total Jumlah temuan kelemahan SPI tahun tX 0
kelemahan
SPI
Temuan Nilai temuan ketidakpatuhan tahun t 100%
audit atas Total Nilai temuan ketidakpatuhan tahun tX 0
ketidakpatu
han

terhadap
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peraturan
perundang-
undangan
Tindak Nilai TLHP sesuai rekomendasi tahun t
Lanjut Total Rekomendasi t
Hasil Audit
Variabel Moderasi
Tata Reformasi | Kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kelola Birokrasi tahun t
Pemerin-
tah Pembobotan:
AA 7 CC:3
A 6 C:2
BB :5 D:1
B 14 Tidak dievaluasi: 0

Laporan
pelaksanaan
reformasi
birokrasi
Pemerintah
Daerah

3.4 Metode Analisis Data
3.4.1.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2017), statistik deskriptif merupakan gambaran dari suatu data

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, standar

deviasi, varians, jumlah, range, kurtosis dan skewness. Pada penelitian ini, analisis

deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel

dependen berupa korupsi, serta independen berupa berupa hasil audit BPK yang

diproksikan dengan opini audit, temuan audit atas kelemahan SPI, temuan audit

atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan UU, tindak lanjut hasil pemeriksaan,

serta variabel kontrol yang diproksikan dengan rasio belanja modal.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan.

Uji asumsi klasik ini terdiri dari:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2017), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal di dalam model

regresi. Pada jumlah sampel yang sedikit, jika asumsi ini dilanggar maka uji

statistik menjadi tidak valid.
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3.4.2.2 Uji Multikolinoeritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam
model regresi. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel, maka model regresi dapat
dikatakan baik (Ghozali, 2017). Untuk mengetahui ada atau tidaknya
multikolonieritas ini dapat menggunakan variance Inflation Factor (VIF) dan

Tolerance.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 dalam
suatu model regresi (Ghozali, 2017). Jika terjadi korelasi maka ada masalah
autokorelasi. Penelitian ini menggunakan Uji Run test untuk mendeteksi adanya
masalah autokorelasi. Jika hasil tes menunjukkan nilai signifikansi 0,05 maka

tidak terdapat autokorelasi.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan variance
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi.
Jika variance dari residual tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2017). Jika suatu model regresi tidak terjadi
heteroskedastisitas atau homoskedastisitas maka dapat disimpulkan bahwa model

regresi tersebut dinilai baik.

3.4.3 Pengujian Goodness of Fit
3.4.3.1 Koefisien Determinan (R?)

Koefisien Determinan (R?) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2017). Jika nilai R? kecil
maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependennya sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R* mendekati satu, berarti
variabel independen yang digunakan hampir memberikan semua informasi yang

dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.
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3.4.3.2 Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh bersama-sama
variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Penelitian ini
menggunakan Kriteria jika nilai Sig. < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
masing-masing variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap
variabel dependen. Namun, jika nilai Sig. > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara
individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). Uji t
digunakan untuk menemukan pengaruh yang paling dominan antara masing-
masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen dengan

tingkat signifikasi 5%.

3.4.3.4 Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan

SPSS 25 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen dan variabel moderasi. Hubungan antara korupsi dan hasil

audit BPK dengan reformasi birokrasi sebagai variabel moderasi diuji dengan

menggunakan model sebagai berikut:

CORRUPT =By - 1 AUOPI + B, AUIRR_SPI + B3 AUIRR_UU - B, AUREC +
Bs AUOPI*RB + Bg AUIRR-SPI*RB + 7 AUIRR_UU*RB + fg
AUREC*RB + e

Keterangan:

CORRUPT = Korupsi

B0 = konstanta

p1,2,3,4,5,6,7,8 = koefisien regresi masing-masing variabel

AUOPI = Opini audit

AUIRR_SPI = Temuan audit atas kelemahan SPI

AUIRR_UU = Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan
uu

AUREC = Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

RB = Reformasi Birokrasi

€ = error



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah terhadap korupsi di Indonesia yang dimoderasi oleh
reformasi birokrasi dengan menggunakan sampel Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini audit tidak
berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal ini berarti bahwa Opini audit belum
dapat menjamin bahwa suatu kabupaten atau kota di Indonesia tidak melakukan
korupsi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap
peraturan peundang-undangan berpengaruh positif terhadap korupsi. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan
berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap
korupsi. Hal ini berarti bahwa tata kelola yang diterapkan pemerintah daerah

kabupaten/kota belum berjalan efektif.

Pada penelitian ini menambahkan reformasi birokrasi sebagai variabel moderasi
pengaruh hasil audit terhadap korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
reformasi birokrasi tidak memperkuat pengaruh opini audit, temuan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan kelemahan
sistem pengendalian internal pemerintah serta tindak lanjut hasil pemeriksaaan
terhadap korupsi. Hal ini berarti tata kelola yang dilakukan pemerintah belum

berjalan dengan baik.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangan yang diharapkan menjadi
arahan perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Pertama, penulis tidak melihat tahun
terjadinya korupsi dalam putusan PN tahun yang digunakan. Sehingga,
diharapkan penelitian selanjutnya mempertimbangkan tahun terjadinya korupsi

pada putusan yang digunakan dalam menentukan nilai korupsi.
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Kedua, penulis masih menggunakan persepsi dalam mengklasifikasikan nilai
kerugian negara yang bersumber dari APBD. Sehingga, peneliti selanjutnya
diharapkan dapat mengklasifikasikan kerugian negara bersumber dari APBD
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga, data nilai korupsi yang
digunakan hanya mencakup kerugian negara yang bersumber dari APBD. Masih
banyak jenis korupsi yang bisa digunakan dalam menilai korupsi. Sehingga pada
penelitian selanjutnya, dapat mengembangkan pengukuran nilai korupsi dari

berbagai jenis korupsinya.

5.3 Implikasi

Berdasarkan analisis hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat
disampaikan. Pertama, pemerintah daerah kabupaten/kota menerapkan prinsip-
prinsip tata kelola secara efektif serta memperkuat sistem pengawasan dan
pengendalian intern daerah baik terhadap kinerja maupun keuangan. Sehingga,
akuntabilitas yang dilakukan pemerintah daerah yang diukur dengan opini atas
laporan keuangan dapat mencerminkan korupsi yang terjadi di pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Kedua, pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memperkuat sistem pengendalian
sehingga risiko yang ada dapat di kelola dengan baik, melakukan penemapatan
pegawai sesuai kompetensinya serta memperkuat fungsi pengawasan sehingga
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah mampu meningkatkan kualitas
pengawasan internal. Sehingga tata kelola pemerintah daerah kabupaten/kota
dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan dikarenakan
selama tahun 2019 s.d 2021 terlihat bahwa sistem pengendalian internal
pemerintah daerah kabupaten/kota masih lemah yang ditunjukkan pada
peningkatan jumlah temuan kelemahan SPI terutama terkait dengan akuntansi dan
pelaporan serta sistem pengendalian dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah karena kedua kelemahan ini mendominasi dalam daftar jumlah

temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
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Ketiga, dilihat dari nilai temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, pemerintah masih banyak melakukan pelanggaran terutama yang
menyebabkan kerugian daerah. Sehingga, pemerintah daerah kabupaten/kota
pemerintah daerah perlu mewaspadai adanya pelanggaran terhadap peraturan dan
perundang-undangan selama proses penyelenggaraan pemerintahan, baik yang
dapat menimbulkan kerugian negara termasuk yang masih bersifat potensi
maupun kekurangan penerimaan karena permasalahan tersebut berpengaruh
signifikan terhadap korupsi. Pengawasan dari pihak internal juga dibutuhkan dan

ditingkatkan sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir.

Keempat, hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa tindak lanjut
hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpengaruh signifikan
terhadap persentase nilai korupsi sehingga auditor dapat meningkatkan
pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh pemerintah daerah.
Diharapkan dengan adanya peran auditor dalam pengawasan tindak lanjut audit

ini dapat menurunkan korupsi di pemerintah daerah.

Kelima, reformasi birokrasi dapat memperkuat hasil audit terhadap korupsi. Hal
ini dilihat dari hasil pengujian yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi dapat
memperkuat pengaruh opini audit dan temuan ketidakpatuhan terhadap nilai
korupsi. Sehingga, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam melakukan
perbaikan tata kelola melalui reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas
nasional guna menurunkan praktik korupsi yang terjadi. Selain itu, diharapkan
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rfeormasi Birokrasi
dapat melakukan evalusai menyeluruh pada semua kabupaten/kota di Indonesia

sehingga praktik korupsi dapat menurun.

Keenam, meningkatkan penerapan tata pemerintah secara menyeluruh, antara lain
dengan melakukan manajemen risiko, meningkatkan kompetensi pegawai, dan
menempatkan pegawai sesuai kompetensinya. Sehingga, risiko yang mungkin
terjadi dapat dimitigasi dengan baik. Selain itu, fungsi pengawasan dan
pengendalian perlu diperkuat sehingga dengan penerapan tata kelola yang baik
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melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memperkuat pengaruh sistem
pengendalian internal terhadap korupsi di pemrintah daerah

Ketujuh, meningkatkan komitmen pimpinan agar pelaksanaan tata kelola dapat
berjalan secara efektif, salah satunya dengan melakukan tindak lanjut hasil
pemeriksaan baik temuan yang bersifat administratif maupun bersifat materil.
Sehingga hasil reformasi birokrasi tersebut dapat memperkuat pengaruh tindak
lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah terhadap penurunan nilai
korupsi.
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